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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut konsepsi welfare 

state (negara kesejahteraan), sebagaimana yang terdapat dalam alinea 

keempat pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang 

merupakan tujuan negara. Dalam konsepsi welfare state pemerintah diberi 

wewenang yang luas untuk campur tangan  di segala aspek kehidupan 

masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Menurut Sjachran 

Basah, campur tangan tersebut tertuang dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan, baik dalam bentuk Undang-Undang, maupun peraturan 

pelaksanaan lainnya yang dilaksanakan oleh aparat pemerintahan, selaku alat 

perlengkapan negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.
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Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahaan yang dilakukan 

oleh aparat pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengaturan yang terdapat dalam 

peraturan perundang-undangan telah secara tegas dan jelas mengatur tentang 

tata cara pelaksanaan pemerintahan baik mengenai kewenangan, wewenang, 

bentuk tindakan dan/atau perbuatan hukum pemerintah, serta sanksi dan hal-

hal yang lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan penyelenggaraan 

pemerintahan. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang 
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Administrasi Pemerintahan (UUAP) merupakan dasar hukum dalam 

penyelenggaraan pemerintahan di dalam upaya meningkatkan Good 

Governance (pemerintahan yang baik) dengan harapan peraturan tersebut 

mampu menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan dan efisien. 

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menjadi landasan hukum materil 

untuk mengatur suatu Keputusan dan/atau Tindakan Badan/Pejabat 

Pemerintahan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas Umum 

Pemerintahan Yang Baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur). 

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat 

terhadap tindakan penguasa (rechtsbescherming) yang dinilai menyimpang 

(maladministrasi), maka eksistensi lembaga Peradilan Tata Usaha Negara 

merupakan cerminan dari negara hukum. Oleh sebab itu, dalam upaya 

meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, menjadikan sikap 

diamnya pemerintah terhadap permohonan yang diajukan oleh  masyarakat 

ketika memberikan pelayanan publik yang tidak optimal dapat 

dikualifikasikan sebagai objek sengketa pemerintahan dalam arti Keputusan 

Fiktif Positif (penerimaan) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 

Berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pengertian Keputusan Fiktif Positif 

atau yang lebih dikenal dengan Putusan Atas Penerimaan adalah Keputusan 

dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum (Fiktif Positif) 

sebagaimana akibat permohonan tersebut tidak ditetapkan dan/atau tidak 

dilakukan dalam batas waktu kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan 
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perundang-undangan atau dalam kurun waktu paling lama 10 (sepuluh) hari 

kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintah. 

Peradilan Tata Usaha Negara didirikan untuk menyelesaikan sengketa 

yang timbul antara pemerintah (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara) 

dengan masyarakat (Orang atau Badan Hukum Perdata).
2

 Ketentuan 

mengenai penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara melalui Peradilan Tata 

Usaha Negara terdapat dalam Pasal 53 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 yang 

menyatakan:  

“Sesorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya 

dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan 

gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi 

tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu 

dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan 

ganti rugi dan/atau rehabilitasi”. 

 

Salah satu sengketa yang berkaitan dengan putusan atas penerimaan 

atau yang disebut sebagai Keputusan Fiktif Positif yaitu pada kasus yang 

termuat dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 

2/P/FP/2018/PTUN.PDG yang terdaftar di kepaniteraan pada Tanggal 14 Mei 

2018. Sengketa ini terjadi antara Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan selaku 

pihak TERMOHON, berkedudukan di jalan Pahlawan nomor 1 Painan, 

Kebupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dengan Ir. Afrizon Nazar 

selaku pihak PEMOHON. Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang pernah 

bertugas dan memegang jabatan sebagai Kepala Dinas Pangan di lingkungan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang sudah memasuki masa 

pensiun. Dimana yang menjadi alasan pemohon sehingga mengajukan 
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permohonan  atas tidak diterbitkannya keputusan oleh Termohon atas 

permohonan tidak dalam proses pemeriksaan dan tidak dalam menjalankan 

hukuman (selanjutnya disebut objek permohonan a quo), adalah untuk 

mendapatkan kepastian hukum terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh 

Termohon yang merupakan bagian dari salah satu persyaratan untuk 

pengusulan pensiun dimana dengan dikeluarkannya keputusan a quo tersebut 

memberikan kejelasan status pensiun dari Pemohon dan juga hak-hak yang 

harus diterima sebagai pensiunan pegawai negeri sipil, yang mana telah 

dimohonkan oleh Pemohon namun tidak ditanggapi oleh Termohon, 

sementara Termohon mempunyai kewajiban untuk menetapkannya 

sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 

Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas 

Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan 

Badan atau Pejabat pemerintah, pemohon adalah pihak yang permohonannya 

dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya Keputusan 

dan/atau tidak dilakukannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan dan karenanya mengajukan Permohonan kepada Pengadilan 

yang berwenang untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan. 

Ketentuan diatas terhadap perkara yang khusus yang sudah diputus di 

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan Nomor Register Perkara: 

2/P/FP/2018/PTUN.PDG. dalam proses persidangannya berbeda dengan 

gugatan biasa, karena tidak ada proses dismissal dan pemeriksaan persiapan 
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seperti gugatan biasa di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkaranya langsung 

di proses di sidang terbuka untuk umum. Perkaranya diproses dalam waktu 

yang relatif singkat selama 21 hari, langsung dijatuhkan putusan oleh majelis 

hakim dan perkaranya langsung in kracht van gewijsde (memperoleh 

kekuatan hukum yang pasti atau tetap) dan tidak ada upaya hukum 

terhadapnya (banding, kasasi, dan peninjauan kembali). 

Berdasarkan permasalahan diatas penulis meneliti dan mengkaji 

melalui penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul 

“PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA 

TERHADAP KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF DI PENGADILAN 

TATA USAHA NEGARA PADANG (STUDI KASUS PERKARA 

NOMOR : 2/P/FP/2018/PTUN.PDG) 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang diatas, maka 

dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana Mekanisme penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara 

terhadap Keputusan Fiktif Positif di Pengadilan Tata Usaha Negara 

Padang Studi Kasus Perkara Nomor:2/P/FP/2018/PTUN.PDG ? 

2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang 

terhadap Keputusan Fiktif Positif di Pengadilan Tata Usaha Negara 

Padang Studi Kasus Perkara Nomor : 2/P/FP/2018/PTUN.PDG ? 

3. Apakah Kendala yang dihadapi Pemohon dalam penyelesaian Sengketa 

Tata Usaha Negara terhadap Keputusan Fiktif Positif di Pengadilan Tata 
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Usaha Negara Padang Studi Kasus Perkara Nomor : 

2/P/FP/2018/PTUN.PDG ? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai rumusan masalah di atas, tujuan penelitiannya adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui Mekanisme penyelesaian Sengketa Tata Usaha 

Negara terhadap Keputusan Fiktif Positif di Pengadilan Tata Usaha 

Negara Padang Studi Kasus Perkara Nomor : 2/P/FP/2018/PTUN.PDG. 

2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara 

Padang terhadap Keputusan Fiktif Positif di Pengadilan Tata Usaha 

Negara Padang Studi Kasus Perkara Nomor : 2/P/FP/2018/PTUN.PDG. 

3. Untuk mengetahui Kendala yang dihadapi Pemohon dalam penyelesaian 

Sengketa Tata Usaha Negara terhadap Keputusan Fiktif Positif di 

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Studi Kasus Perkara Nomor : 

2/P/FP/2018/PTUN.PDG. 

D. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah 

Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial 

yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.
3
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2. Sifat Penelitian 

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, yaitu suatu penelitian 

hukum deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti 

mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.
4
 

3. Sumber Data 

Sumber data dari penelitian ini adalah : 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari 

sumbernya oleh peneliti yang berhubungan dengan keperluan 

penelitian, melalui hasil wawancara dengan Bapak Hari Purnomo 

sebagai Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara Nomor : 

2/P/FP/2018/PTUN.PDG dan Ibu Eniwar selaku Panitera Pengadilan 

Tata Usaha Negara Padang. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi 

dokumen, guna mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan berupa : 

1) Bahan Hukum Primer 

Adalah semua peraturan perundangan yang berkaitan 

dengan penelitian ini adalah : 

a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata 

Usaha Negara. 
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b) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan 

Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara Padang 

c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan. 

d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh 

Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan 

Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat 

pemerintah. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Adalah bahan yang diperoleh dari perangkat hukum, 

literatur-literatur yang berkaitan dengan penulisan karya ilmiah. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Adalah bahan hukum tambahan yang diperoleh dari 

majalah-majalah hukum, kamus hukum, yang berhubungan 

dengan pokok pembahasan dari permasalahan yang ada. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi Dokumen 

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan 

mempelajari bahan bahan kepustakaan yang terdiri dari peraturan 

perundang-undangan, dokumen-dokumen dan jurnal. 

 

 

UNIVERSITAS BUNG HATTA



9 

 

   
 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian lapangan. teknik wawancara yang 

dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya pertanyaan 

yang dilontarkan tidak terpaku pada pedoman wawancara dan dapat 

diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi 

lapangan. Wawancara dilakukan kepadaIbu Eniwar selaku Panitera 

dan Bapak Hari Purnomo selaku Majelis Hakim yang memutus 

perkara nomor : 2/P/FP/2018/PTUN.PDG di Pengadilan Tata Usaha 

Negara Padang. 

5. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif pada 

dasarnya berarti, menganalisa data berdasarkan kualitasnya, lalu 

dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh 

bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat 

dimengerti kemudian ditarik kesimpulannya. 
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